SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2026, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), Undang-undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6804);
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);
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Menetapkan

285.

26.

27

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka
Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 302);

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 17 Tahun
2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah
Gubernur Papua Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang
selanjutnya disingkat DPRPT adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRPT, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang
sama.

Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang
sama.
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10. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk
menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan
surplus anggaran.

11. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara
bruto dalam APBD.

12. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua
pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan
secara bruto dalam APBD.

13. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan
pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan
dalam periode tahun anggaran tertentu.

14. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
selama satu periode anggaran.

Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah,
Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3
Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2026
direncanakan sebesar Rp2.430.674.427.061,00, yang
bersumber dari:
a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp543.070.387.742,00, yang terdiri atas:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah; dan
c. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp527.244.037.742,00.

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp76.350.000,00.

(4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp15.750.000.000,00.

Pasal 5
(1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp527.244.037.742,00, yang terdiri atas:
a. pajak kendaraan bermotor (PKB);
b. bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
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pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB);

pajak air permukaan;

pajak rokok;

pajak alat berat; dan
g. opsen pajak mineral bukan logam dan batuan

(MBLB).

(2) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp73.735.956.000,00.

(3) BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp38.581.849.000,00;

(4) PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp61.997.571.000,00;

(5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar
Rp243.831.600.000,00;

(6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp105.497.061.742,00;

(7) Pajak alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp600.000.000,00.

(8) Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00

O a0

Pasal 6
Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp76.350.000,00.

Pasal 7
(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rpl15.750.000.000,00, yang
terdiri atas:
a. jasa giro; dan
b. pendapatan atas sanksi administrasi pajak Daerah.
(2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00.
(3) Pendapatan atas sanksi administrasi pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp750.000.000,00.

Pasal 8
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rpl.047.833.162.000,00,
merupakan pendapatan transfer pemerintah pusat yang
direncanakan sebesar Rp1.047.833.162.000,00.

Pasal 9
(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 direncanakan sebesar
Rp1.047.833.162.000,00, yang terdiri atas:
a. dana otonomi khusus dan dana tambahan
infrastruktur;



b. dana bagi hasil (DBH);
c. dana alokasi umum (DAU); dan
d. dana alokasi khusus (DAK).

(2) Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp305.239.491.000,00.

(3) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar
Rp346.386.059.000,00.

(4) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp385.904.367.000,00.

(5) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp10.303.245.000,00.

Pasal 10

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp839.770.877.319,00, yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah; dan
b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.075.000.000,00.

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp838.695.877.319,00.

Pasal 11
Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a merupakan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
yang direncanakan sebesar Rp1.075.000.000,00.

Pasal 12
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) huruf b merupakan Pendapatan Bagi Hasil
Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu
Bara yang direncanakan sebesar Rp838.695.877.319,00

Pasal 13
Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2026
direncanakan sebesar Rp2.902.320.608.072,45, yang terdiri
atas:
belanja operasi;
belanja modal;
belanja tidak terduga; dan
belanja transfer.

oo ow
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(1)

(2)

(3)

(4)
()

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 14
Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar

Rp1.996.674.645.091,05, yang terdiri atas:

belanja pegawai;

belanja barang dan jasa;

belanja subsidi;

belanja hibah; dan

e. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp521.514.078.624,05.
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.223.365.327.035,00.

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp9.800.000.000,00.
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp219.585.239.432,00.
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp22.410.000.000,00.

a0 o

Pasal 15
Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp521.514.078.624,05, yang terdiri atas:

belanja gaji dan tunjangan ASN;

belanja tambahan penghasilan ASN;

belanja gaji dan tunjangan DPRPT;

belanja gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil

Gubernur;

e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRPT serta
Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

f.  belanja gaji dan tunjangan MRP-PPT.

Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp187.647.214.557,05.

Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp255.304.212.094,00.

Belanja gaji dan tunjangan DPRPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar

Rp54.166.106.853,00.

Belanja gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp308.941.354,00.

Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRPT serta

Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp1.682.000.000,00.

ol
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(7)

(1)

(2)
3)
(4)

)

(6)

(7)

- 10 -

Belanja gaji dan tunjangan MRP-PPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp22.405.603.766,00.

Pasal 16

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.223.365.327.035,00, yang terdiri atas:
a. belanja barang;
b. Dbelanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belanja perjalanan dinas;
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan

kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
f.  belanja barang dan jasa BOSP.
Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp623.684.270.608,00.
Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp382.065.585.091,00.
Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp20.879.900.486,00.
Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp148.193.654.250,00.
Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp43.619.886.600,00.
Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp4.922.030.000,00.

Pasal 17

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) huruf ¢ merupakan belanja subsidi kepada badan usaha
milik swasta yang direncanakan sebesar
Rp9.800.000.000,00.

(1)

(2)

Pasal 18
Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp219.585.239.432,00, yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
dan

b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai
politik.

Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp218.307.474.632,00.

(3) Belanja...../11



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

= 11

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp1.277.764.800,00.

Pasal 19
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp22.410.000.000,00, yang terdiri atas:
a. belanja bantuan sosial kepada individu;
b. belanja bantuan sosial kepada kelompok
masyarakat; dan
c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non
pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan
bidang lainnya).
Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp18.300.000.000,00.
Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp3.510.000.000,00.
Belanja bantuan sosial kepada lembaga non
pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan
bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00.

Pasal 20
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar
Rp580.933.678.647,00, yang terdir1 atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
e. Dbelanja modal aset tetap lainnya; dan
f.  belanja modal aset lainnya.
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.109.000.000,00;
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp20.575.078.922,00.
Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp445.691.768.925,00.
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp92.598.236.800,00.
Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp259.594.000,00.
Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp1.700.000.000,00.

Pasal 21...../12
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Pasal 21

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.109.000.000,00.

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

Pasal 22
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp20.575.078.922,00, yang terdiri atas:
belanja modal alat besar;
belanja modal alat angkutan;
belanja modal alat pertanian;
belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
belanja modal alat studio, komunikasi, dan
pemancar;
5 belanja modal alat laboratorium;
g. belanja modal komputer; dan
h. belanja modal rambu-rambu.
Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.404.000,00.
Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp2.021.000.000,00.
Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp906.584.200,00.
Belanja modal alat kantor dan rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp8.890.532.262,00.
Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp2.019.054.660,00.
Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp2.035.792.200,00.
Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp4.671.157.600,00.
Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp10.554.000,00.

oo oW

Pasal 23
Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp445.691.768.925,00, yang terdiri atas:
a. belanja modal bangunan gedung; dan
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
Belanja modal bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp430.686.769.125,00.
Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp15.004.999.800,00.



- 1.3 -

Pasal 24

(1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp92.598.236.800,00, yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air; dan
c. belanja modal instalasi.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp56.718.236.800,00.

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp34.650.000.000,00.

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp1.230.000.000,00.

Pasal 25
Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e merupakan belanja modal
bahan  perpustakaan yang  direncanakan  sebesar
Rp259.594.000,00.

Pasal 26
Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf f merupakan belanja modal aset
lainnya-aset tidak berwujud yang direncanakan sebesar
Rp1.700.000.000,00.

Pasal 27
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp50.000.000.000,00.

Pasal 28
(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp274.712.284.334,40, yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp244.006.034.334,40.
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp30.706.250.000,00.

Pasal 29...../14
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Pasal 29
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) huruf a belanja bagi hasil pajak Daerah kepada
pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kampung direncanakan
sebesar Rp244.006.034.334,40.

Pasal 30
Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan belanja bantuan

keuangan antar daerah provinsi yang direncanakan sebesar
Rp30.706.250.000,00.

Pasal 31
Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 terdiri
atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32
Anggaran penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf a merupakan sisa lebih
perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan
sebesar Rp471.646.181.011,45.

Pasal 33

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 direncanakan
sebesar Rp471.646.181.011,45, yang terdiri atas:

a. pelampauan penerimaan PAD;

b. penghematan belanja; dan/atau

c. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target
kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

(2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp55.664.030.751,45.

(3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar
Rp413.552.841.560,00.

(4) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja
dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp2.429.308.700,00.

Pasal 34
Anggaran pengeluaran pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar
Rp0,00.

Pasal 35...../15
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Pasal 35

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini yang terdiri dari:

a. Lampiran | : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut  Kelompok dan  Jenis
Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

b. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

c. Lampiran Illa : Hibah Berupa Uang-Daftar Nama
Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Dana Hibah Berupa Uang yang
Diterima serta Perangkat Daerah
Pemberi Hibah;

d. Lampiran [lIb : Hibah Berupa Barang dan Jasa-Daftar
Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Dana Hibah yang Diterima
serta Perangkat Daerah Pemberi Hibah;

e. Lampiran [Va : Bantuan Sosial Berupa Uang- Daftar
Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang
yang Diterima serta Perangkat Daerah
Pemberi Bantuan Sosial;

f. Lampiran [Vb : Bantuan Sosial Berupa Hibah Berupa
Barang dan Jasa-Daftar Nama
Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial yang Diterima serta
Perangkat Daerah Pemberi Bantuan
Sosial;

g. Lampiran Va : Bantuan Keuangan Umum-Daftar
Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Yang Diterima Serta Perangkat Daerah
Pemberi Bantuan Keuangan;

h. Lampiran Vb : Bantuan Keuangan khusus-Daftar
Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
yang Diterima Serta Perangkat Daerah
Pemberi Bantuan Keuangan;

i. Lampiran Vla : Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten-
Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah Kampung;

j. Lampiran Vib...../ 16



j. Lampiran VIb

k. Lampiran Vic

1. Lampiran VII

m Lampiran VIII

n. Lampiran IX

o. Lampiran X

- 38 -

Bagi Hasil Pajak Kepada Kota-Daftar
Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintah Kampung;

Bagi Hasil Pajak Kepada Kampung-
Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah Kampung;
Perincian Dana Otonomi Khusus
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja
Dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA  Pertambangan
Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas
Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja
Dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Peraturan daerah
Provinsi Tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 37
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Januari 2026
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire

pada tanggal 30 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 002

R

R\ HUKUM.,

:%
7




LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 543.070.387.742,00
4.1.01 Pajak Daerah 527.244.037.742,00
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 73.735.956.000,00
4.1.01.01.001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 186.317.000,00
4.1.01.01.001.00001 | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi 186.317.000,00
4.1.01.01.002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep 7.128.899.000,00

4.1.01.01.002.00001

PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi

6.590.111.000,00

4.1.01.01.002.00002

PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum

36.348.000,00

4.1.01.01.002.00004

PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah

502.440.000,00

4.1.01.01.003

PKB-Mobil Penumpang-Minibus

41.925.020.000,00

4.1.01.01.003.00001

PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi

40.626.974.000,00

4.1.01.01.003.00002

PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum

670.276.000,00

4.1.01.01.003.00004

PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah

627.770.000,00

.1.01.01.004

PKB-Mobil Bus-Microbus

414.520.000,00

.1.01.01.004.00001

PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi

227.447.000,00

.1.01.01.004.00002

PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum

47.836.000,00

.1.01.01.004.00004

PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah

139.237.000,00

.1.01.01.005

PKB-Mobil Bus-Bus

168.104.000,00

.1.01.01.005.00001

PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi

124.385.000,00

.1.01.01.005.00002

PKB-Mobil Bus-Bus-Umum

19.394.000,00

.1.01.01.005.00004

PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah

24.325.000,00

.1.01.01.006

PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up

8.795.637.000,00

.1.01.01.006.00001

PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi

6.697.206.000,00

.1.01.01.006.00002

PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum

766.772.000,00

.1.01.01.006.00004

PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah

1.331.659.000,00

.1.01.01.007

PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck

4.259.634.000,00

.1.01.01.007.00001

PKB-Mobil Barang/Beban- Light Truck-Pribadi

1.831.216.000,00

.1.01.01.007.00002

PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum

2.271.237.000,00

.1.01.01.007.00003

PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat

8.093.000,00
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.1.01.01.007.00004

PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah

149.088.000,00

4.1.01.01.008

PKB-Mobil Barang/Beban-Truck

1.723.684.000,00

4.1.01.01.008.00001

PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi

1.077.475.000,00

4.1.01.01.008.00002

PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum

636.556.000,00

4.1.01.01.008.00003

PKB-Mobil Barang/Beban- Truck-Pemerintah Pusat

3.275.000,00

4.1.01.01.008.00004

PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah

6.378.000,00

4.1.01.01.009 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 11.218.000,00
4.1.01.01.009.00001 | PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi 11.218.000,00
4.1.01.01.010 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 9.005.234.000,00

4.1.01.01.010.00001

PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi

8.615.307.000,00

4.1.01.01.010.00004

PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah
Daerah

389.927.000,00

4.1.01.01.011

PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga

23.086.000,00

4.1.01.01.011.00001

PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi

22.263.000,00

4.1.01.01.011.00004

PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah
Daerah

823.000,00

4.1.01.01.013

PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar

94.603.000,00

4.1.01.01.013.00001

PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi

20.823.000,00

4.1.01.01.013.00003

PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-

5.288.000,00




Pemerintah Pusat

4.1.01.01.013.00004 | PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- 68.492.000,00
Pemerintah Daerah
4.1.01.02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 38.581.849.000,00
4.1.01.02.001 BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 20.271.000,00
.1.01.02.001.00001 | BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 20.271.000,00
.1.01.02.002 BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 855.775.000,00
.1.01.02.002.00001 | BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 855.775.000,00
.1.01.02.003 BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 21.829.786.000,00
.1.01.02.003.00001 | BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 21.829.786.000,00
.1.01.02.004 BBNKB-Mobil Bus-Microbus 50.051.000,00
.1.01.02.004.00001 | BBNKB-Mobil Bus-Microbus 50.051.000,00
.1.01.02.006 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 4.977.173.000,00
.1.01.02.006.00001 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 4.977.173.000,00
.1.01.02.007 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 1.233.881.000,00

.1.01.02.007.00001

BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck

1.233.881.000,00

.1.01.02.008 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 369.648.000,00
.1.01.02.008.00001 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 369.648.000,00
.1.01.02.009 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 15.209.000,00
.1.01.02.009.00001 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 15.209.000,00
.1.01.02.010 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 9.099.474.000,00
.1.01.02.010.00001 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 9.099.474.000,00
.1.01.02.011 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 66.467.000,00
.1.01.02.011.00001 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 66.467.000,00
.1.01.02.013 BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat 64.114.000,00
.1.01.02.013.00001 [ BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat 64.114.000,00

1.01.03

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

61.997.571.000,00

.1.01.03.001

PBBKB-Bahan Bakar Bensin

34.194.428.000,00

.1.01.03.001.00001

PBBKB Bahan Bakar Bensin

34.194.428.000,00

.1.01.03.002

PBBKB-Bahan Bakar Solar

27.803.143.000,00

.1.01.03.002.00001

PBBKB Bahan Bakar Solar

27.803.143.000,00

.1.01.04

Pajak Air Permukaan

243.831.600.000,00

.1.01.04.001

Pajak Air Permukaan

243.831.600.000,00

1.01.04.001.00001

Pajak Air Permukaan

243.831.600.000,00

.1.01.05

Pajak Rokok

105.497.061.742,00

.1.01.05.001

Pajak Rokok

105.497.061.742,00

.1.01.05.001.00001

Pajak Rokok

105.497.061.742,00

1.01.17

Pajak Alat Berat

600.000.000,00

1.01.17.001

Pajak Alat Berat

600.000.000,00

1.01.17.001.00001

Pajak Alat Berat

600.000.000,00

1.01.18

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

3.000.000.000,00

.1.01.18.001

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

3.000.000.000,00

.1.01.18.001.00001

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

3.000.000.000,00
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.1.02 Retribusi Daerah 76.350.000,00
.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 76.350.000,00
1.02.02.012 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa 6.000.000,00
Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha
Lainnya
4.1.02.02.012.00001 | Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa 6.000.000,00
Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha
Lainnya
4.1.02.02.016 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 27.200.000,00
4.1.02.02.016.00001 | Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 27.200.000,00
4.1.02.02.020 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 43.150.000,00
4.1.02.02.020.00001 | Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 43.150.000,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 15.750.000.000,00
4.1.04.05 Jasa Giro 15.000.000.000,00
4.1.04.05.001 Jasa Giro pada Kas Daerah 15.000.000.000,00
4.1.04.05.001.00001 | Jasa Giro pada Kas Daerah 15.000.000.000,00
4.1.04.27 Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah 750.000.000,00
4.1.04.27.001 Pendapatan Denda Pajak Daerah 750.000.000,00
4.1.04.27.001.00003 | Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus 750.000.000,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.047.833.162.000,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.047.833.162.000,00
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4.2.01.03 Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann 305.239.491.000,00
Infrastruktur
4.2.01.03.008 Dana Otonomi Khusus 1%-Papua Tengah 92.903.936.000,00

4.2.01.03.008.00002

Dana Otonomi Khusus 1%-Papua Tengah -Kesehatan

42.930.477.600,00

4.2.01.03.008.00003

Dana Otonomi Khusus 1%-Papua Tengah -Administrasi
Pemerintahan

3.200.000.000,00

4.2.01.03.008.00004

Dana Otonomi Khusus 1%-Papua Tengah -Infrastruktur

29.973.458.400,00

4.2.01.03.008.00018

Dana Otonomi Khusus 1%-Papua Tengah -Sosial

16.800.000.000,00

4.2.01.03.011

Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua Tengah

119.907.122.000,00

4.2.01.03.011.00001

Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua Tengah -Pendidikan

65.972.136.600,00

4.2.01.03.011.00002

Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua Tengah -Kesehatan

23.981.424.400,00

4.2.01.03.011.00003

Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua Tengah -
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

29.953.561.000,00

4.2.01.03.012

DTI-Papua Tengah

92.428.433.000,00

4.2.01.03.012.00002

DTI-Papua Tengah -Energi Listrik

36.971.373.200,00

4.2.01.03.012.00003

DTI-Papua Tengah -Air Bersih

55.457.059.800,00

4.2.01.07

Dana Bagi Hasil (DBH)

346.386.059.000,00

4.2.01.07.001

DBH Pajak

87.962.661.000,00

4.2.01.07.001.00001

DBH PBB

33.048.844.000,00

4.2.01.07.001.00002

DBH PPh Pasal 21

54.913.817.000,00

4.2.01.07.002

DBH Sumber Daya Alam (SDA)

257.759.275.000,00

4.2.01.07.002.00005

DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty

252.417.784.000,00

4.2.01.07.002.00006

DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

665.119.000,00

4.2.01.07.002.00008

DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

4.676.372.000,00

4.2.01.07.003

DBH Lainnya

664.123.000,00

4.2.01.07.003.00001

DBH Sawit

664.123.000,00

4.2.01.08

Dana Alokasi Umum (DAU)

385.904.367.000,00

4.2.01.08.001 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 377.572.312.000,00
4.2.01.08.001.00001 | DAU 377.572.312.000,00
4.2.01.08.002 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 8.332.055.000,00

4.2.01.08.002.00004

DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

691.094.000,00

4.2.01.08.002.00005

DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

7.640.961.000,00

4.2.01.09

Dana Alokasi Khusus (DAK)

10.303.245.000,00

4.2.01.09.002

DAK Non Fisik

10.303.245.000,00

4.2.01.09.002.00001

DAK Non Fisik-BOS Reguler

4.762.530.000,00

4.2.01.09.002.00003

DAK Non Fisik-BOS Kinerja

159.500.000,00

4.2.01.09.002.00032

DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi

2.831.663.000,00

4.2.01.09.002.00036

DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan
Profesi Guru

2.549.552.000,00

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 839.770.877.319,00
4.3.01 Pendapatan Hibah 1.075.000.000,00
4.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 1.075.000.000,00
4.3.01.05.001 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 1.075.000.000,00

4.3.01.05.001.00001

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

1.075.000.000,00

4.3.03

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

838.695.877.319,00

4.3.03.03 Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas 838.695.877.319,00
Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara
4.3.03.03.001 Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas 838.695.877.319,00

Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara

4.3.03.03.001.00001

Pendapatan Bagi Hasil Pemegang I[UPK atas
Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada
Pemerintah Provinsi

838.695.877.319,00

Jumlah Pendapatan

2.430.674.427.061,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 1.996.674.645.091,05
5.1.01 Belanja Pegawai 521.514.078.624,05
5.1:01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 187.647.214.557,05
5.1.01.01.001 Belanja Gaji Pokok ASN 118.036.892.128,05
5.1.01.01.001.00001 | Belanja Gaji Pokok PNS 118.036.892.128,05
5.1.01.01.002 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 9.400.933.792,00
5.1.01.01.002.00001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS 9.400.933.792,00
5.1.01.01.003 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 6.805.093.579,00

5.1.01.01.003.00001

Belanja Tunjangan Jabatan PNS

6.805.093.579,00




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































